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KEPUTUSAN
KEPFALA DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PFROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : .Y /BK/DKCP/VIII/ 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang a bahwa  dalam  rangka mewujudkan  penyelenggaraan
pelsyanan  publik  sesual dengan  asas  penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan Kapasitas
hak dan kewajiban berbagal pihak yang terkail dengan
penyelenggarann pelayanan,

b. bahwn untulk mmberikan acian delam penidlaian akuaran
kinerjn dan kualitas penyelenggaraan pelavanan dimaksud
huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik
pada Dinasx Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provins
Kalimantan Utara.

Mengimgat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2006 1enrang Adminisirasi Kependudukan sebagaimana
telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23
Tehun 2006; :

2. Undang-Undang MNomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kelimantan Utara ([Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 220,
Tambahan Lembaran Negara Ri:::uhtﬂ: Indonesin Nomor
5363);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (lembaran  Negara  Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 244, wln Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5587);

5. Peratursn Pemenntah (PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Perubshan atas undang undang (UU] Republik Indenesia.
Nomaor 23 Tahun 2006;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009




1o,

11,

13,

Indonesln Tahun 2002 Nomop 21 5);

Permturan Pemerintah (PP} Republik Indonesin Nomor 102
Tahun 2012 teniang Perubahan  atas  Peraturcan
Pemerntuh (PP Republik Indonesin Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU)] Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomar 61 78],

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2008 tentang persyaratan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden [Perprés] Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara
Nasional,

Peraturan Presiden (Perpres] Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tmﬁnnl’mu:tpm Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk H-:pnnduﬂukﬂh
secara Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan  Pengaduan  Pelayanan Publik  (Lembaran
ﬂmmRmhﬁklndmﬁTthun 2&13 Huimr‘l?l}.
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Memperhatikan :

J4,

Daerah Provinms Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubnhan Atas  Persturan Duasrah Frovinm
Kalimantan  Uiares  Nomor & tahun 2016 tentang
Pembentulan dan Susunan Pernnglint Daerah Provinsi
Kolimantan Utara lembuoar Dosrah Provios Kahirmon tar
Ut Tahun 2019 Na 146);

Fermturan Gubernur Kalimantan Utars Nomor 21 Tahun
2016 tentang Organisasl dan Tata Kerjn Dinas Doacrah
Provinsi Kallmantan Utara sebagnimana  telah  diubah
dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utars Momor &
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubermur
Kalimantan Utara Nomor 21 Tehin 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  Provirsi
Ralimantan Utara (Berita Daeralh Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2020 Nomor 6); )
Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nemor
KEP/26/M.PAN/2/2004 ‘Tentang Petunjuk Teknis
Transparansi dan  Akuntabilitas Penvelenggaraan
Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Punruuu:rtm Standar
Operasional Prosedur ﬁdm.'iﬂ:iu'l:m.nf Mhﬁ.
Peraturan Menteri F!en&njlnglmm ﬁmtmr ﬂaggm
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomaor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuah terhadap

Standar Hnnnlnﬂnbﬁkj.

Peraturan uuhmwwmnmumﬂmurw
Tahun 2019 tentang Penja
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STANDAR PELAYANAN PADA DINAK KEFENDUDUKAN DAN PENCATATAN BIPIL
PROVINGS] KALIMANTAN UTARA

A VIS
E Terwujudinyn  Provinsl  Kalimantan Utara yong MAJU, REJAHTERA [DAN

£ MANDIRI

¢ B MIsI

i, Mewujudkan Kalimantan LUtars yang aman, nyamar, dan dnmai melalui
penyelenggaraan pemerintalun yang baik,

2. Mewujudkan sistem  pemerintah provinsi yang ditopang  oleh tatakeloln
pemerintah kabupaten/ Kot sebagai pilar utama secirn professional, efision

elektif , dan fokus pada sistem penganggican vang berbasis kan kinera,

< Mmjudlmu pembangunan Sumber Daya Manusin yang schat, cerdas,
kreatif, inovatif, berskhlak mulin, produktifitas dan berdaya saing dengan
berbasiskan Pendidikan Wajib 16 Tahun dan berwawasan.

4. Mewnjudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai
mhﬂrumdmtmmwmwmmﬂ:hqm
secarnefisien, terencand, menyeluruh, terarah, terpadu, dean  bertahap
dengan berbasiskan [mu Pengetahuan dan Teknologl

5. Mewujudkan  peningkatan  pembangunan  infrastruktur  Pedesaan,
Pedalaman, Perkotnan, Pesisir dan  Perbatasan  untuk  meningkatian
mobilisasi dan produkiivitas docrab dalam rangka pemertoam.

6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdayn saing, dan mengurang
kesenjangan antar wilayah scria meningkatkan ketahanan pangan dengan
beroricntasi pada kepentingan tekyat melalui sektor perdagangan, jasa.
industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti lias dengan pengembangan
infrastrukiur yang berkualitas dan mernt -:lrﬂummmgknﬂm konektivitis
antar kabupatenkota. :

7. mmmmmmmmmmm —
Whmhﬂmhlﬂnﬂdﬂmmwﬁhﬁunhhmﬂ )
Provinsi Kalimantan Utara. ¥

8. Mewnjudkan mmmwﬂmmwi

terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah. |

Hﬂwﬂjﬂmn wmmrim Gender dan Milenial d am




Generated by CamScanner



Generated by CamScanner




Generated by CamScanner



Generated by CamScanner



1L ACIHIIDA A NDIb 1Al

i

g

Manetima Persetujuan kegintan dan Kepala Dinas
dan Melaksannkan Pelayunann ke perbatasan negan

idmny verinadin

[:-hi-hmkm Pelayanun ke perbatan negara dan

ferisalin

|
| Membuat laporan hasil kegiatin Fasilitesi Pelayanan
| Bidang Pencatatan Sipil.
£ Jangka Wakou £ - 10 Hari
6. Biaya/Tanif Ry (Cirmtis)
7. Produk Peluynnnn Pelayanan ke dacrah perbatasan dan dacrah terisolir.

8% Pengelotaan Penymduan

Telpon | (D552) 2023262

Email- dukcapil kaltaraproviziemail com

Gedung GADIS L13 Dinas Kependudubon dum Pencatatan Sipil
e e Fcigc o hi

15 Evaluasi Ki

Fasililass 2. Komputer
3 Jarmgan komunikasi data
5. ATK.
10 Kompetensi Pelnksana I Memiliki kewenangan untuk memberikan fasifitasi kepada
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A Pelayanan untuk Penverahan Vioba Ml lenning Wil dan Vil Printer antuk T R i T
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STANDAR PELAYANAN DINAS KEFENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FROVING
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BALIMANTAN 1I'TARA
(HUANG LINGKUP FROVINST

| Dhinas Kependudukan dan Feacatmion Sipil Provinmi
Foilumnminn |

| Pelayanan memberikin fasilitas kepads K abupaton/Rot
untuk melaksanakun penyernhan Tinta Ribbon Cleamng KT
lan Fibm Printer

T Persyatan Pelyoin

|4 UU Nomor 23 Tohun 2006 tentang Administras)
Kependitukan sebagaimana telah diubah dalam 1)

| Momor M Tahon Tahom 2013 Teniang  Admimsmasi
K ependudukan

3 Porpres Nomor |12 Tabun 20135 tentung Penerspan Kermu
landa Penduduk berbasis Nomaor Induk Kependudukan
secatn Masionml

B PP Nomor 27 Tahun 2014 jentang Pengelolsan Barang
Milik Negara/Taerah,

2 Surat Permohonmn dan Lembar Disposisi
3 sposivi dor Kepala Dinas

4 [hsposisi Langutan

5. Barang

. Bost dan Pamaf’

Menenma Surat Permohonan dan KahBota dan menuhis i
]mﬂmdwmﬂdmmmm

&

>
Mencrima Surat Penmohonan serta Membenkan disposis

|

pads lembar tispossi Surat Untuk diserahkan kepuda Sub

it
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¢ Jangkas Waktu Penyelesatan

6, HimyaTanf

L

L Monmmidaangmn Haviin Acars Serah Teriens Tarang, J

L ?

lerbrria Parung sorta Harmng bepuds [isdubcap!
kbR ot yang bermohon,

4

[ ﬂ..-lnu-i_]

[ Pefemgparabplonn dan Mendistitriniken Fent Acars Hﬂﬂj

| (Sat) Bulun

1

Rl (Cratis)

T Produk Pelwynnan

Pencattsn dan Pendatsan Pendistobusan dibeyikan dalam
Hents Acara Serah Terimn Barang.

& SarsnnPrasarung’ Foaslites

1. Aplikasi SPSE

Rencana Umim Pengadsan
READPA/DPPA

kAR Spestfikng Tekns
BAST

Rancanyuns kontrak

g 1=l o

Minitmal PNS S| dengan sertifikat pengadum Barng dan
.J“

10, Pengowasan Intermal

11. Penpngmmon  Fenpgaduan, |
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£ Pelavenan unteh Perjonfion Keejn Soris (PES) Pemanfosien Dois Kependodukan,
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STANDAR FELAYANAN INNAS KEPENDL DU KAN DAN PESCATATAN SIPIL FROVING]

| Nasna Porangki Disorab
|
|1 Jenin F.I:I:Iﬂ._'l.'_l.l'l:l.l'l
|
|

KRALIMANTAN UTARA
(MLANG LINGELUF PROVINST)
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Foaliimmiatun lfara

Pelayanan menyedikan Hik Peogolahun dan Penanfsatan
Dats Kependodukan. Pemberian Hak Akses NIK dis KTP B1

Ir | [uanr B lunkounm

I UL Nomaor 24 Talwn 2013 renmng Pervhahan Undang-

Uindang oo 23 Tahun 2006
Perpres Mamor 25 Tahun 2009 Temang Pelayanun Publik

2

T PP Nomor 102 Tuhun 2019 Tentmg Pemberim Hak Akss
i Perrrnfastan Data

4 Permen PAN-RB Nemor 15 Tahun 2004 Tentans
Peduman Standur Pelay anan.
Sups Permohonan dan Kabupaten/Rota

I
2 Surat Permohonan Persetujuan
3 Eomguter , Primer dan ATK

4. uwamm}
5 Juringan . VPN, Monitor
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Melakukan Verifiks (Apsbila sda Kelorangan, )
dikembalikan ke Tim Teknis untuk diperbaiki), Drafl 7KS
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